Berasal dari Tiga Sumber, Anggaran Stunting Kabupaten Banjar 2024 Capai
Ratusan Miliar

llustrasi Dana Stunting.
Sumber gambar
https://pojokbanua.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240609-WA0006-

1536x864.jpg?v=1717886346

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)
Kabupaten Banjar menyebutkan bahwa anggaran penanganan stunting pada tahun 2024
mencapai lebih dari Rp139 miliar, yang bersumber dari APBD, DAK, dan Dana Desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Banjar, Nasrullah Shadiq, kepada
awak media, belum lama tadi. Nasrullah menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp118 miliar
berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD)
Kabupaten Banjar.

“Angkanya berbeda karena sumbernya juga berbeda. BPKPAD mendapatkan angka tersebut
dari budget tagging yang dilakukan oleh SOPD saat penginputan di Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) di awal 2024,” kata Nasrullah.

Sedangkan data dari Bappeda Litbang menunjukkan bahwa seluruh SOPD diwajibkan
melakukan penginputan di Aplikasi Aksi Bangda atau Aksi Konvergensi dari Kementerian
Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda). Mencakup 8 aksi
integrasi untuk percepatan pencegahan stunting di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia.
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“Total anggaran untuk penanganan stunting di beberapa dinas ini mencapai lebih dari Rp139
miliar, tepatnya Rp139.642.418.740,” bebernya.

Anggaran tersebut akan disalurkan ke tujuh instansi, dengan Dinas Kesehatan (Dinkes)
mendapatkan anggaran terbesar, yaitu Rp99.778.083.042.

“Dari total anggaran Dinkes tersebut, sekitar Rp91 miliar di antaranya dialokasikan untuk
BPJS dan sisanya untuk penanganan stunting,” ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banjar mendapatkan anggaran
sebesar Rp8.924.099.398 miliar, yang sebagian besar berasal dari Dana Desa.

“Kebanyakan anggaran tersebut berasal dari Dana Desa, yang memiliki kewajiban untuk
penanganan stunting,” ungkapnya.

Selain Dinkes dan DPMD, Nasrullah menambahkan bahwa instansi lain yang mendapatkan
anggaran stunting antara lain Dinsos P3AP2KB Banjar sebesar lebih dari Rp5,8 miliar, Dinas
Ketahanan Pangan Rp110 juta, Dinas Pendidikan dan Disbudporapar Rp688,8 juta, serta
Dinas PUPRP sebesar Rp24,3 miliar.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi telah menerbitkan aturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2024.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2023.
Di tahun 2024 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan
kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dan diarahkan untuk
percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
Semangat Transformasi Desa
Desa sebagai subyek utama pembangunan dibagi menjadi 2 hal, yakni:
1. Dulu
Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan
dan mengatur dirinya
o Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada
Desa (Teori Residu)
o Pembangunan di Desa bersifat sentralistik. Pemerintah desa menjalankan
tugas yang bersifat administratif
o Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa
2. Sekarang
Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi
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o Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis
kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
o Desa berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan,
pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal
o Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Kebijakan SDGs Desa
“Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan
melalui SDGs Desa”
Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa
menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan.
Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-
benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menukik tajam menjawab
permasalahan.
Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif
melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa.
Kebijakan Dana Desa
Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan
kewenangannya. Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan
sebaik mungkin, dengan:
1. Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan
dil).
2. Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa.
Tujuan Dana Desa adalah untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa
berupa peningkatan kulitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan
kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
Perkembangan Kemandirian Desa
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022, kemandirian desa terus meningkat,
terjadi lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang,
serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.
1. IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi
memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa.
2. Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah
Dana Desa di suatu Desa.
3. Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), hanya ada 174 desa berstatus desa
mandiri pada tahun 2015. Pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat tajam
mencapai 6.238 dan melebihi target RPJIMN tahun 2024 yaitu 5.000 desa mandiri.
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Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2015, yang dimanfaatkan
oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Sumber berita

1. https://pojokbanua.com/berasal-dari-tiga-sumber-anggaran-stunting-kabupaten-banjar-
2024-capai-ratusan-miliar/

2. htts://halangan.desa.id/artikel/2024/1/6/arah-kebijakan-prioritas-dana-desa-tahun-2024

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara® dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 20232,

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

! https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
2 https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat; dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2)
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan
Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
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6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
1. pemenuhan kebutuhan dasar
a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan
dan kawasan kumuh
C. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa
bagi desa yang belum dialiri listrik
d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui
pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi
f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas
sumber daya manusia masyarakat desa
g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa
h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
a. pemanfaatan energi terbarukan
b. pengelolaan lingkungan Desa
Cc. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
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1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat

a.

b.

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan desa

a.

penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi
data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa

penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik
alternatif di Desa

3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa

a.

pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat
Desa

pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana
alam dan nonalam

a.

Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi
tanggap darurat bencana alam

b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi

tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan
metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).
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